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VISI KEDAULATAN DESA
ASAS REKOGNISI

ASAS SUBSIDIARITAS

DESA

KEWENANGAN BERDASARKAN 
HAK ASAL-USUL

KEWENANGAN BERSKALA 
LOKAL DESA

KEWENANGAN 
DESA :  MENGATUR 
DAN MENGURUS

PEMBANGUNAN  DESA

PEMERINTAHAN DESA

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT  DESA

PEMBINAAN 
KEMASYARAKATAN DESA

Kedaulatan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini tampak 
tegas disebutkan dalam definisi Desa menurut UU Desa yaitu bahwa Desa dalam batas wilayahnya 
berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Komponen Pokok Pemberdayaan Desa/Masyarakat Desa

Pemberdayaan 
Desa/ Masyarakat 

Desa

Tata Kelola Desa yang Demokratis dan 
Berkeadilan Sosial

Pengembangan Kapasitas Desa/

Masyarakat Desa

Pembangunan Partisipatif

Pembangunan Desa Terpadu

Berbasis Aset 

Pendampingan



4

TATA KELOLA DESA 
yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial

PEMDES:
mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan Desa 
dan masyarakat Desa

BPD :
 membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa; 

 menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat Desa; dan 

 melakukan pengawasan kinerja 
Kepala Desa. 

MUSYAWARAH DESA : forum untuk 
membahas dan menyepakati hal-hal 

strategis di Desa

MASYARAKAT DESA:  berpartisipasi, 
berswadaya, bergotongroyong di Desa



5

Musyawarah Desa
(psl. 54)

Kepala Desa
(psl. 25 – 53)

Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) (psl. 55 -65)

Warga/Masyarakat

Perangkat Desa
(Pelayanan)

Panitia (ad-hok)

BUMDes

Klp. Special Interest

Perwakilan Bagian
Wilayah Desa

• RPJM-Desa dan RKP-
Desa

• APB-Desa
• Peraturan Desa
• Kinerja Pemerintah
• Kerja Sama

• RPJM-Desa
• Asset Desa
• Hal-hal

Strategis

Prinsip Tata Kelola Desa

• Check and balances antara 
Kepala Desa dengan Badan 
Permusyawaratan desa.

• Demokrasi perwakilan + 
permusyawarahan.

• Proses demokrasi 
partisipatoris melalui 
Musdes

Dipilih 
langsung

Dipilih 
secara 
Demokratis 

Lembaga
Kemasyarakatan/

Adat

TATA KELOLA DESA 
yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial
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TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Ps 78 UU Desa)

Pasal 74 ayat 2 (dan penjelasannya) kebutuhan primer dan 
pelayanan dasar: 
Kebutuhan primer: sandang, papan, pangan 
Pelayanan dasar : pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

Meningkatkan KUALITAS 
HIDUP Manusia 

Meningkatkan 
KESEJAHTERAAN  
Masyarakat Desa 

PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN

a. Peningkatan 
Pelayanan Dasar;

b. Pembangunan dan 
Pemeliharaan 
Infrastruktur dan 
Lingkungan

c. Pengembangan 
Ekonomi Pertanian 
Berskala Produktif;

d. Pengembangan dan 
Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna

e. Peningkatan Kualitas 
Ketertiban dan 
Ketenteraman 
Masyarakat Desa

PEMBANGUNAN DESA
(Perencanaan, Pelaksanaan, 

Pengawasan)

DESA KUAT, MAJU, MANDIRI, 
DEMOKRATIS

Mengedepankan Kebersamaan, 
Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna 
mewujudkan Pengarusutamaan 
Perdamaian & Keadilan Sosial 

PEMBANGUNAN DESA 
BERKELANJUTAN

TATA KELOLA DESA YANG DEMOKRATIS

PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DESA



.

DANA DESA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DESA

 BERDASARKAN ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS, 

NEGARA HADIR DI DESA-DESA DENGAN CARA MENYALURKAN 

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SEBAGAI SALAH 

SATU PENDAPATAN DESA UNTUK DIGUNAKAN DESA 

MEMBIAYAI KEWENANGANNYA SECARA MANDIRI

 DANA DESA MERUPAKAN DANA REKOGNISI NEGARA KEPADA 

DESA SEHINGGA DESA BERDAYA MENGATUR DAN MENGURUS 

KEWENANGANNYA SECARA MANDIRI. 



PermenDesa-PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4

1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang

kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM

Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan

Desa.

4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik

yang dapat diakses masyarakat Desa.

Arah Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
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MANDAT SKB-4

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:

1. Penguatan pendamping profesional untuk:

a. Mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan

b. Berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.

2. Refocusing penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;

3. Fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30%

(tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka

menciptakan lapangan kerja di Desa;

4. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai

dengan Dana Desa; dan

5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan

mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.



KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DESA

10

KEBIJAKAN DANA DESA
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REKAPITULASI PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016, 2017 TAHAP 1
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SERAPAN TENAGA KERJA DARI KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PDT 

DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018

12,17% (Rp 620,8 M)
Anggaran untuk pembangunan fisik

yang mendukung cash for work 

PASAR
T. KERJA: 599 

ORANG

HOK: 44.901 

JALAN
T. KERJA: 2.409 

ORANG

HOK: 240.900

EMBUNG
T. KERJA: 5.371 

ORANG

HOK: 268.527

SANITASI DAN 

AIR BERSIH
T. KERJA: 5.166 ORANG

HOK: 332.596

JEMBATAN
T. KERJA: 460 

ORANG

HOK: 46.020

FASILITAS 

UMUM
T. KERJA: 2.536 ORANG

HOK: 176.783

Menyerap 16.541 Tenaga 

Kerja

HOK 1,1 Juta
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KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK UPAH TENAGA KERJA SWAKELOLA 

DARI KEGIATAN DANA DESA
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POTENSI PRUKADES DAN AKSES GALIAN TAMBANG UNTUK 

EMBUNG/ IRIGASI DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA
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4 PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DESA
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PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN (PRUKADES)



FORUM PRUKADES KEMENTERIAN DESA, PDT DAN 

TRANSMIGRASI 

DENGAN K/L LAIN DAN PEMERINTAH DAERAH
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PENGEMBANGAN PRUKADES DI KABUPATEN PANDEGLANG

(KOMODITAS JAGUNG)
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PRUKADES DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (KOMODITAS JAGUNG)

LUAS 

PENGEMBANGAN

:

20.000 HEKTAR

TARGET 

PRODUKSI:

80.000 TON

1 2

Dukungan program:

1. Pemerintah Daerah 

menyediakan lahan hibah

seluas 4 hektar

2. Perum BULOG sebagai off 

taker dan membantu

pembangunan gudang 

penyimpanan

3. Kementerian Desa PDTT 

membantu memfasilitasi

pembiayaan dari Perbankan
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PRUKADES DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR (BUDIDAYA UDANG)

1. Luas pengembangan: 22.548 Hektar

2. Off Taker potensial untuk memenuhi permintaan

pasar Asia dan Amerika:

• PT Central Pertiwi Bahari (CPB);

• PT Centra Proteina Prima (CP Prima);

• PT Indokom Samudra Persada.

Dukungan Program:

 Pemerintah Kabupaten membantu pembangunan Dermaga Perikanan dan TPI, Pengolahan

Pasca panen, pemasaran produk, pemberian kredit lunak petani ikan dan nelayan dan Cold

Storage;

 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membantu pembangunan jalan akses antar desa dan

pabrik es mini;

 Memfasilitasi partnership pihak swasta, serta kerjasama dengan Bulog dan Himpunan Bank Milik

Negara.
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PEMBANGUNAN EMBUNG DESA
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BADAN USAHA MILIK DESA
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PENGEMBANGAN BUM DESA DI PONGGOK - KLATEN

video kegiatan KDPDTT/Desa Ponggok.mov


PT MITRA BUM DESA
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SARANA OLAHRAGA DESA



TERIMA KASIH
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